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ABSTRAK 

Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Di Desa Rantau Jaya  Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten 

 Lampung Timur 

 

Oleh 

 

DINA RASTUTI 

NPM 1804022004 

 

        Anggaran dana desa yang jumlahnya cukup besar diharapkan dalam 

realisasinya dilaksanakan secara transparan dan akuntanbel seperti yang tertuang 

dalam undang-undang yang berlaku. Pemerintah diharapkan dapat  

menyampaikan dengan jelas dan terbuka kepada masyarakat jumlah pendapatan 

dan pengeluaran pendapatan desa. Selain itu, pemerintah desa juga dituntut untuk 

dapat bertanggungjawab dalam realisasi alokasi dana desa yang dimulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas terhadap pegelolaan 

dana desa di desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung 

Timur. 

       Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber 

data yang diperoleh berupa sumber data primer dan sekunder, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. 

      Hasil penelitian berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan 

bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Rantau Jaya Udik 

II sudah cukup transparan dan akuntabel. Pada setiap tahap pengelolaan alokasi 

dana desa antara lain perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan 

pertanggungjawabannya pemerintah desa sudah berusaha mengajak masyarakat 

untuk ikut berpartisipasi. Namun tetap ada hal-hal yg belum maksimal 

dilaksanakan oleh pemerintah desa seperti program-program pembangunan desa 

yang belum terlaksana, keterlambatan dalam pembuatan laporan dan kesulitan 

dari pemerintah desa dalam pertanggungjawaban administrasi. 

 

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa (ADD), Transparansi, Akuntabilitas 
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MOTTO 
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ُ
اسٰتْك فُوْهُ يُحَ خْ

ُ
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َ
مْ ا

ُ
نْفُسٰك

َ
رْضٰۗ  وَاٰنْ تُتْدُوْا مَا فٰيْْٓ ا

َ
ا
ْ
مٰوٰتٰ وَمَا فٰى ال السَّ

ٰ شَيْءٍ قَدٰيْرٌ) 
 
ل
ُ
ى ك

ٰ
ُ عَل بُ مَنْ يَّشَاءُۤۗ  وَالِلّه ٰ

ۗ  فَيَغْفٰرُ لٰمَنْ يَّشَاءُۤ وَيُعَذ  ُ  (٢٨٤الِلّه
 

“Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu 

menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, 

niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu. Dia 

mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapa pun yang Dia 

kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu” (QS. Al-Baqarah: 284) 

 

تْرَكَ سُدًىۗ ) نْ يُّ
َ
سَانُ ا

ْ
اٰن
ْ
سَبُ ال يَحْ

َ
 (٣٦ا

“Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja (tanpa 

pertanggungjawaban)” (QS. Al-Qiyamah: 36) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pengelolaan desa segala bentuk urusan perintahan untuk desa 

sudah menjadi kewenangan desa itu sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan 

keuangan. Desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan 

dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri guna meningkatkan 

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Disamping itu pemerintah 

desa diharapkan secara mandiri dapat mengelola pemerintahan dari berbagai 

sumber daya yang dimilikinya, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan 

dan kekayaan milik desa. Aparat desa harus bisa menerapkan prinsip 

transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahaannya, dimana 

semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.  

Sejak diberlakukan otonomi daerah, Anggaran Dana Desa (ADD) 

dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). 

Sehingga semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan ADD maka 

akuntabilitas pengeloaan ADD akan semakin baik juga. Berdasarkan UU 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkan dana desa adalah 

sebagai bentuk komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan 

desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dana Desa 

diperuntukan bagi desa sebagai bantuan stimulan untuk mendorong dan 



2 

 

 

membiayai program pengembangan Pemerintah Desa. Penggunaan Dana 

Desa biasanya ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 

masyarakat.1 

Dana desa yang penggunaannya ditujukan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat secara tidak langsung 

menuntut pemerintahan desa untuk selalu transparansi dan akuntabel terhadap 

penggunaan Dana Desa yang telah digunakan. Dalam tahap transparansi, 

pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat 

mengetahui seberapa banyak pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa. 

Selain itu dalam penggunaan dana desa perlu juga diperhatikan tingkat 

akuntabilitasnya. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan 

ADD dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban. Hal tersebut berupa tanggungjawab pemerintah desa 

dalam pelaksanaan pembangunan desa yang berasal dari ADD. Tahap 

akuntabilitas tersebut juga harus diungkapkan dalam informasi baik melalui 

papan informasi di balai desa ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah 

dalam pembangunan desa. 

Desa Rantau Jaya Udik II merupakan salah satu desa yang berada di 

Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Desa Rantau Jaya Udik II 

merupakan desa hasil dari pemekaran dengan desa Rantau Jaya Udik yang 

                                                           
1
 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa 
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pada tahun 1996 Desa Rantau Jaya Udik II masih berstatus sebagai desa 

persiapan. Lalu, pada tahun 1997 resmi menjadi desa definitif.
2
 

Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung 

Timur merupakan salah satu Desa yang mendapatkan anggaran dana desa dari 

Pemerintah Pusat. Penerimaan Dana Desa di Desa Rantau Jaya Udik II 

Kecamatan Sukadana cukup besar. Adapun pengalokasian anggaran Desa 

bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan 

Retribusi serta Alokasi Dana Desa. Berikut rincian anggaran desa : 

Tabel 1.1 

APBDes Rantau Jaya Udik II 

Keterangan Tahun 2021(Rp) Tahun 2022(Rp) 

Pendapatan Asli Desa - 6.271.100 

Dana Desa 1.516.609.000 1.239.091.000 

Bagi Hasil Pajak dan 

Retribusi 

 

28.169.834 

 

58.856.873 

Alokasi Dana Desa 833.586.280 593.664.776 

Total Anggaran Desa 2.378.365.114 1.897.883.749 

Sumber : Dokumentasi 

Tabel 1.1 menunjukan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

tahun 2021 lebih besar daripada tahun 2022. Hal itu terjadi karena pada tahun 

2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mengalami perubahan 

anggaran. 

Jumlah anggaran dana yang cukup besar diharapkan dalam 

realisasinya dilaksanakan secara transparan dan akuntanbel seperti yang 

tertuang dalam undang-undang yang berlaku. Namun, pada kenyataannya di 

                                                           
2
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Desa Rantau Jaya Udik II 
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lapangan masih ada saja yang tidak sesuai. Salah satu hal dugaan kecurangan 

yang terjadi adalah pada tahun 2020 kepala desa diduga melakukan tindak 

pidana korupsi sehingga mengakibatkan yang bersangkutan dipanggil oleh 

pihak kepolisian. Dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa 

dibenarkan oleh ketua karang taruna, yaitu Exnes Saputra. Exnes mengatakan 

bahwa pada saat itu berita sudah tersebar keseluruh masyarakat desa 

meskipun pihak-pihak aparat desa berusaha untuk menutupi hal tersebut. 

Exnes juga menambahkan bahwa sebagai masyarakat kita tidak boleh ikut 

campur masalah tersebut.
3
 Meskipun pada akhirnya kepala desa dibebaskan 

karena yang bersangkutan terbukti tidak bersalah namun kejadian ini cukup 

menggemparkan masyarakat pada saat itu. 

Selain kasus dugaan kecurangan kepala desa yang terjadi pada tahun 

2020 baru-baru ini terjadi keterlambatan pembayaran insentif kader yang 

seharusnya sudah diterima bulan Desember 2022 namun hingga akhir Januari 

2023 belum juga direalisasikan. Jumlah insentif yang belum dibayarkan 

selama 5 bulan adalah Rp.24.250.000; dengan rincian jumlah keseluruhan 

kader baik kader posyandu, kader kesling, kader lansia dan kader RDS adalah 

36 orang. Kader posyandu, kader kesling dan kader lansia mendapatkan 

insentif Rp.100.000;/bulan sehingga keterlambatan pembayaran insentif 

selama 5 bulan adalah Rp.18.000.000;. Kader RDS yang berjumlah 5 orang 

mendapatkan insentif Rp.250.000;/bulan sehingga keterlambatan pembayaran 

insentif selama 5 bulan adalah Rp.6.250.000;. Keterlambatan pembayaran 

                                                           
3
 Exnes Saputra, Ketua Karang Taruna, Wawancara, 5 januari 2023 
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insentif kader posyandu pun dikonfirmasi oleh Ibu Sundari selaku kader 

posyandu, beliau mengatakan bahwa biasanya pembayaran insentif dilakukan 

4 bulan sekali yang artinya pembayaran insentif harusnya sudah diterima 

pada desember 2022 namun sampai januari 2023 belum juga direalisasikan.
4
 

Saat peneliti melakukan konfirmasi kepada bendahara desa terkait penyebab 

keterlambatan pembayaran insetif tersebut bendahara desa mengatakan bahwa 

beliau tidak tahu sebab setelah uang insetif tersebut dicairkan selanjutnya 

diserahkan kepada kepala desa.
5
 Hal ini cukup membingungkan dan 

merugikan banyak pihak apalagi keterlambatan pembayaran insentif ini tanpa 

adanya alasan yang jelas. 

Melihat hal-hal di lapangan yang tidak sesuai dengan yang 

seharusanya membuat saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian di desa Rantau Jaya Udik II. Penelitian ini bukan unuk membahas 

lebih dalam dua kasus yang sudah pernah terjadi tetapi untuk membahas 

secara luas pengelolaan anggaran dana desa di Desa Rantau Jaya Udik II. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitan dengan judul “Transparansi dan 

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rantau 

Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur”. 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan  uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengambil 

rumusan masalah: 

                                                           
4
 Sundari, Kader Posyandu, Wawancara, 10 Januari 2023 

5
 Ansori, Bendahara Desa, Wawancara, 13 Januari 2023  
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1. Bagaimanakah transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 

Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung 

Timur ? 

2. Bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 

Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung 

Timur ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  uraian latar belakang di atas, maka tujuan penelitian 

adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rantau 

Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terkait dengan 

sistem transparansi dan akuntanbilitas Alokasi Dana Desa di Desa Rantau 

Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Berikut 

ini manfaat yang dapat dikontribusikan melalui penelitian ini. 

a. Manfaat teoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan di bidang akuntansi. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya terutama penelitian di bidang 

transparansi dan akuntanbilitas pengelolaan dana desa. 
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b. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 

evaluasi dan pertimbangan Pemerintah Desa dan masyarakat dalam 

membuat dan melakukan sebuah kebijakan. 

  

D. Penelitian yang Relevan 

1. Arista Widiyanti (2017) dengan judul “Akuntanbilitas dan Transparansi 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa 

Kadung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)”. Penelitian ini 

menggunakan metode penenelitian kualitatif. Hasil penelitian ini 

menggambarkan bahwa antara Desa Sumberejo dengan Desa Kadung 

memiliki perbedaan dalam akuntanbilitas pengelolaan keuangan desa. 

Desa Sumberejo  proses penatausahaannya dikatakan accountable, 

sedangkan Desa Kadung tidak accountablel. Sedangkan dalam 

transparansi pengelolaan keuangan desa, Desa Sumberejo dapat 

dikatakan Transparan sedangkan Desa Kadung Tidak Transparan.
6
 

Persamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu 

terletak pada tahun alokasi yang dipakai, penelitian terdahulu 

menggunakan objek dua desa dengan data tahun 2016 sedangkan peneliti 

menggunakan objek satu desa dan pada tahun 2021. 

                                                           
6
 Arista Widiyanti, “Akuntanbilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kadung di Kecamatan Winongan Kabupaten 

Pasuruan)”,Skripsi,2017, hal.113-116. 
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2. Wahyu (2018) dengan judul “Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah 

Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong 

Pa’la’la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa”.  Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian 

menggambarkan bahwa Desa Borong Pa’la’la dalam proses pengelolaan 

keuangan desa bersifat accountable dan transparan.
7
 Persamaan dengan 

penelitian terdahulu yakni sama-sama menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Sedangkan untuk perbedaan dengan penelitian terdahulu 

terletak di lokasi penelitian dan tahun data yang digunakan. Penelitian 

terdahulu menggunakan data tahun 2017 sedangkan peneliti 

menggunakan data tahun 2021 

3. Risnawati (2021). Dengan judul “Akuntabilitas Dan Transparansi 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lolisang Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba”. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif. Untuk hasil penelitian menggambarkan bahwa objek 

penelitian sudah melaksanakan alokasi dana desa secara accountable dan 

transparan. Namun, hal itu masih memerlukan perhatian yang lebih serius 

karena akuntanbilitas dan transparansi dalam alokasi dana desa masih 

ditemukan hal-hal yang belum maksimal dilakukan pihak pemerintah 

desa.
8
 Persamaan penelitian dengan penelitian yang terdahulu yakni 

sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk perbedaan 

                                                           
7
 Wahyu, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan Pattallassang Kabupaten 

Gowa”, Skripsi. 2018, hal.68 
8
 Risnawati, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada 

Desa Lolisang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”, Skripsi, 2021, hal.53 
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penelitian dengan penelitian terdahulu terletak di objek penelitian dan 

data yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan data tahun 2020 

sedangkan peneliti menggunakan data tahun 2021. 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Transparansi 

1. Pengertian Transparansi 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa transparansi adalah 

prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui 

dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan 

daerah.
1
 Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi 

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 

pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan 

pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. 

Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan pemerintah 

atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi 

terutama informasi keuangan dan fisikal harus dilakukan dalam bentuk 

yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila 

ada kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, 

proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak 

independen mengenai prakiraan fisikal, informasi, dan penjabarannya.
2
 

Peneliti mengambil kesimpul bahwa transparansi adalah prinsip 

keterbukaaan yang harus dilakukan oleh aparatur daerah dalam 

                                                           
1
 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

2
 Ait Novatiani,dkk ”Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja 

Instansi Pemerintah”, Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, Vol.10 No.1 (Maret, 2019), hal.54. 
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pengelolaan keuangan daerah sehingga masyarakat dapat memperoleh 

informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi tersebut 

meliputi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta 

hasil-hasil yang dicapai. 

2. Indikator Transparansi 

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila 

memenuhi peraturan berikut yang terutang dalam Permendagri Nomor 

113 Tahun 2014. 

a. Laporan realisai dan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis. 

b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang 

mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio 

komunitas, dan media informasi lainnya. 

c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat. 

d.  Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD 

disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran 

berkenaan.
3
 

  

                                                           
3
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
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B. Akuntabilitas 

1. Pengertian Akuntabilitas 

Akuntabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu 

kegiatan pertanggungjawaban.
4
 Menurut Ensiklopedia Administrasi, 

Akuntabilitas adalah kesadaran seorang pejabat untuk melaksanakan 

tugasnya dengan sebaik-baiknya bagi diri sendiri tanpa melihat ada atau 

tidak ada pejabat atasannya.
5
 

Menurut Mardiasmo, Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak 

pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, 

menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan 

kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah 

(principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut.
6
 

Menurut Wijaya Akuntabilitas merupakan wujud 

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya 

dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian 

tujuan yang telah ditentukan. Akuntabilitas menentukan bahwa setiap 

kegiatan dan hasil akhir sebuah kegiatan penyelengaraan pemerintahan 

desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.
7
 

                                                           
4
 Tim penyusun kamus pusat bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), hal.25 
5
 Mohamad Alfi, “Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Terhadap 

Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya)”, (Skripsi: IAIN Palangkaraya, 2017), hal.17 
6
 Mardiasmo. “Akuntansi Sektor Publik”, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hal.20 

7
 Wijaya,”Akuntansi Desa”, (Yogyakarta: Gava Media Bubunan, 2018), hal.48 



13 

 

 

Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas, peneliti 

mengambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan bentuk 

pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam 

mengelola sumber daya publik.  

Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu:
8
 

a. Akuntabilitas vertikal (vertical accountability) 

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas 

pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya 

pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, 

pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan 

pemerintah pusat kepada MPR. 

b. Akuntabilitas horisontal (horizontal accountability) 

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban 

kepada masyarakat luas. Kunci penting dalam mewujudkan 

akuntabilitas yaitu adanya pemberian kapasitas untuk melaksanakan 

suatu aktivitas, adanya pemberian keleluasaan (diskresi) dan adanya 

pemberian kewenangan. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan 

utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas 

mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih 

menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (horizontal 

                                                           
8
 Mardiasmo. “Akuntansi Sektor Publik”,…hal.20 
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accountability), bukan hanya pertanggung jawaban vertikal (vertical 

accountability).
9
 

2. Indikator Akuntabilitas 

Adapun indikator Akuntabilitas dibagi menjadi lima yaitu:
10

 

a. Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, 

tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan 

yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang 

berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. 

b.  Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-

cara mencapai sasaran suatu program. 

c. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan 

dikomunikasikan. 

d. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media 

masa akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah 

keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat. 

e. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil. 

 

C. Alokasi Dana Desa 

1. Pengertian Desa 

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum 

terkecil yang telah ada dan tumbuh dan berkembang seiring dengan 

                                                           
9
 Muhammad Firdiansyah Adiwirya, “Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran 

Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar”, hal.9 
10

 Loina Lalolo Krina P, “Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & 

Partisipasi”, (Jakarta: Sekertariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional, 2003), hal. 76 
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sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. 

Masyarakat desa memiliki ikatan batin yang kuat baik karena 

keturunan maupun karena sama – sama memiliki kepentingan politik, 

ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dimiliki 

bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu, dan berhak 

menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. 

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.
11

 

Wewenang desa antara lain: 

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dan berdasarkan hak 

asal usul desa. 

b. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota. 

c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaten/kota yang diserahkana pengaturannya kepadaa desa, yaitu 

                                                           
11

 UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa 
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urusan pemerintahan yang secaraa langsung bisa meningkatkana 

pelayanana masyarakat.
12

 

2. Pengertian Dana Desa 

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana APBN 

yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD 

kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan 

pemberdayaana masyarakata desa. 

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Dana Desa 

merupakan salah satu pendapatan Desa dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Dana Desa tersebut digunakan untuk 

membiayai berbagai bentuk kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah, 

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 

masyarakat.
13

 

Adapun tujuan dari dana desa, yaitu: 

a. Meningkatkan pelayanan publik di Desa. 

b. Mengentaskan kemiskinan. 

c. Memajukan perekonomian desa. 

d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. 

e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. 

3. Pendapatan Desa 

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening 

desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak 

                                                           
12

 V. Devina Setyawati dan Deograsias Yoseph Y. Ferdinand, “Akuntansi Dana Desa”, 

(Surabaya: Cv. Putra Media Nusantara, 2019), Hal. 9. 
13

 UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa 
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perlu dibayar kembali oleh desa.
14

 Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 

UU Desa bersumber dari: (Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan, 2015) 

a. Pendapatan Asli Daerah. 

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa). 

c. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota. 

d. Alokasi Dana Desa. 

e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota 

f. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga. 

g. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah. 

      Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok 

terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa); 

Kelompok PADesa terdiri atas jenis:  

1) Hasil usaha; misalnya: hasil BUMDes, tanah kas desa. Sumber 

pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari 

Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan 

kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan 

logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, 

serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan. 

2) Hasil aset; Hasil aset sebagaimana dimaksud antara lain tambatan 

perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi. 

                                                           
14

 Pemendagri No 20 Tahun 2018 pasal 11 
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3) Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; Swadaya, partisipasi dan 

gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang 

melibatkan  peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang 

dinilai dengan uang. 

4) Lain-lain pendapatan asli desa. Lain-lain pendapatan asli desa 

antara lain hasil pungutan desa. 

b. Pendapatan Transfer Desa 

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis: 

1) Dana Desa; 

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi 

Daerah; 

3) Alokasi Dana Desa (ADD); 

4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;  

5) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. 

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat 

bersifat umum dan khusus.  

c. Pendapatan Lain-lain 

Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas jenis: 

1) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; 

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat 

berupa pemberian berupa uang dari pihak ketiga. 
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2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

Lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain pendapatan 

sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan 

perusahaan yang berlokasi di desa.
15

 

4. Belanja Desa 

Belanja desa yaitu semua pengeluaran dari rekening desa yang 

merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan 

dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
16

 

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok: 

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa; 

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; 

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; 

e. Belanja Tak Terduga.  

Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan 

Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan sebagaimana yang 

dimaksud terdiri atas jenis belanja : 

a. Pegawai; Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran 

penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat 

Desa serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dianggarkan dalam 

kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran 

                                                           
15

 Ibid, Pasal 12-14 
16

 Ibid, Pasal 15 
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penghasilan tetap dan tunjangan dan pelaksanaannya dibayarkan 

setiap bulan. 

b. Barang/Jasa; Belanja Barang/Jasa digunakan untuk pengeluaran 

pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 

(dua belas) bulan.  Belanja barang/jasa digunakan untuk: 

1) Operasional pemerintahan Desa; 

2) Pemeliharaan sarana prasarana Desa; 

3) Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis; 

4) Operasional BPD; 

5) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan 

6) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. 

c. Modal 

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka 

pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya 

lebih dari 12 (dua belas) bulan. Belanja Modal digunakan untuk 

kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Pembelian /pengadaan 

barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan 

kewenangan desa.
17

 

 
 

D. Tahap Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

1. Tahap Perencanaan 

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai 

dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan 

                                                           
17

 Ibid, Pasal 16-22 
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kabupaten dan kota Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin 

keterkaitan dan konsistesi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan 

dan pengawasan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka 

pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. 

Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka 

perigaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua 

penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang 

lengkap dan sah. 

3. Tahap Penatausahaan 

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 laporan yang wajib 

dibuat oleh bendahara desa adalah: 

a. Buku Kas Umum untuk mencatat segala aktivitas penerimaan dan 

pengeluaran kas baik tunai maupun kredit 

b. Buku Kas Pembantu Pajak untuk membantu buku kas umum 

c. Buku Bank untuk mencatat aktivitas yang berkaitan dengan bank.
18

 

4. Tahap Pelaporan 

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan 

tugas, kewenangan, hak, dan  kewajiban, Kepala Desa wajib: 

a. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada 

Bupati/Walikota. 

                                                           
18

 V Wiratna Sujarweni, “Akuntansi Desa:...hal 22 
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b. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) 

setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota. 

c. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada 

akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota. 

d. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa 

secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. 

5. Tahap Pertanggungjawaban 

Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari: 

a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap 

akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri: 

b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun 

anggaranberkenaan.
19

                                                           
19

 Ibid...hal 22 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang menggunakan 

informasi yang diperoleh dari target penelitian, yang selanjutnya disebut 

sebagai responden dan informan melalui instrumenn pengumpulan data 

seperti kuesioner, observasi, wawancaraa dan sebagainya.
1
 Adapun 

sasaran dan lokasi yang dijadikan subjek penelitian adalah Desa Rantau 

Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang diarahkan untuk memberikan 

gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan 

akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
2
 Sedangkan, 

penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau 

prilaku yang di amati.
3
 Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

                                                           
1
 Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian", (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 

Hal. 15. 
2
 Hardani, dkk, “Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif,” (Yogyakarta: CV. Pustaka 

Ilmu, 2020), Hal. 54. 
3
 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian., Hal. 14 
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prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Dalam penelitian ini 

peneliti akan mendeskripsikan penelitian yang berkaitan dengan 

transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa 

di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung 

Timur 

 

B. Sumber Data 

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan 

informasi  terkait data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini sumber data 

yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dan 

digali secara langsung dari sumber pertama atau subjek penelitian yang 

ada di lapangan.
4
 Data Primer adalah sumber data utama yang digunakan 

untuk menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus 

yang dikaji, hal ini dilakukan melalui metode observasi dan persediaan 

daftar pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. 

Sumber utama dalam penelitian ini diperoleh langsung dari wawancara 

kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Masyarakat. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan 

peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder merupakan 

                                                           
4
 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi 

Media Publishing, 2015), Hal. 67. 



25 

 

 

data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang 

dikumpulkan. Hal ini dilakukan upaya penyesuaian dengan kebutuhan data 

lapangan yang terkait dengan obyek yang dikaji. 

Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, 

buku, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari 

berbagai sumber terkait Transparansi dan Akuntabilitas alokasi dana desa. 

Adapun sumber/bahan yang dapat digunakan dalam acuan penelitian ini 

yaitu buku-buku yang berkaitan dengan masalah seperti buku Muhamad 

Mu’iz Raharjo (Pengelolaan Dana Desa), V. Wiratna Sujarweni 

(Akuntansi Desa). 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang valid, maka ada beberapa metode 

pengumpulan data yang perlu dilakukan peneliti yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau 

lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu.
5
 Dalam 

wawancara ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur 

dimana wawancara dilakukan secara terencana. Peneliti menyiapkan 

terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang dijadikan sebagai panduan 

dalam wawancara informan untuk mendapatkan informasi mengenai 

transparansi dan akuntanbilitas alokasi dana desa. 

                                                           
5
 Hardani, dkk, “Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif”.,Hal.137 
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Penelitian ini akan menggali informasi dari perangkat desa dan 

masyarakat desa Rantau Jaya Udik II seperti : Bapak S.R selaku Kepala 

Desa, Bapak B selaku Sekretaris Desa, Bapak A selaku Bendahara Desa 

dan Masyarakat. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencatat 

data-data yang sudah ada.
6
 Dokumentasi dapat berupa foto, catatan, buku 

teks, jurnal dan lain sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini 

berupa dokumen-dokumen lembaga/instansi seperti bukti anggaran desa, 

foto kegiatan, dan hasil wawancaraa dari beberapa informan guna 

memperoleh data mengenai analisis transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan alokasi dana desa. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.
7
 Penelitian yang dilaksanakan bersifat 

deskriptif, dilakukan dengan secara terus-menerus data yang diperoleh 

kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif 

sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang kongkrit dan valid. 

                                                           
6
 Ibid., Hal.149. 

7
 Ibid., Hal.161 
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Penelitian kualitatif ini menggunakan teknis analisis data secara 

induktif, yaitu suatu cara berfikir berangkat dari fakta-fakta yang bersifat 

khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian ditarik kesimpulan yang 

mempunyai sifat umum. Peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari, 

menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada 

di lapangan.
8
 

Ada tiga jalur analisis data kualitatif yang dilakukan, yakni : Data 

Reduction, Data Display dan Conclusing Drawing/Verifations. Aktivitas 

dalam analisis data kualitatif, yaitu : 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Hal yang pertama kali dilakukan peneliti dalam penelitian ini 

yakni mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder 

yang terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa. Reduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting. Reduksi data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah 

analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu dan mengorganisasi data mengenai Transparansi dan 

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rantau Jaya Udik 

II. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

                                                           
8
 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, “Dasar Metodologi Penelitian”., Hal.121 
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Proses ini akan dilakukan penyajian dari hasil wawancara dan dituangkan 

dalam bentuk teks. Mengumpulkan semua data yang terkait dengan 

transparansi dan akuntabilitas alokasi dana desa di Desa Rantau Jaya 

Udik II. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusing Drawing) 

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan 

verifikasi. Peneliti malakukan penarikan kesimpulan semua data yang 

terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana 

desa Di Desa Rantau Jaya Udik II. 

 



 

BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Desa Rantau Jaya Udik II 

Desa Rantau Jaya Udik II adalah desa hasil pemekaran dengan desa 

Rantau Jaya Udik pada tahun 1996. Selama berstatus sebagai desa 

persiapan Desa Rantau Jaya Udik II terus berbenah diri dalam bidang 

pembangunan sarana dan prasarana maupun dalam bidang administrasi 

dan sistem pelayanan publik. Pada tahun 1997 akhirnya desa resmi 

menjadi desa difinitif Desa Rantau Jaya Udik II. 

2. Kondisi Desa 

Jarak Desa Rantau Jaya Udik II dari pusat pemerintah : 

a. Jarak  dari pusat Pemerintahan Kecamatan  : 12 km 

b. Jarak dari pusat Pemerintahan Kabupaten  : 10 km 

c. Jarak dari pusat Pemerintahan Provinsi  : 90 km 

d. Jarak dari pusat Pemerintahan Negara  : 470 km 

Desa Rantau Jaya Udik II mempunyai luas wilayah 1.336,93 Ha 

dengan batas-batas sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Taman Nasional Way Kambas 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Surabaya Udik dan PT GGP 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara Jaya 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan PT GGP 
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3. Demografi 

Desa Rantau Jaya Udik II memiliki jumlah penduduk 4.600 jiwa 

sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut : 

Tabel 4.1 Demografi Desa Rantau Jaya Udik II 

Kelompok Jumlah Jiwa 

Usia 0 – 17 Tahun 1.132 jiwa 

Usia 18 – 56 Tahun 2.534 jiwa 

Usia 56 Tahun keatas 934 jiwa 

Jumlah 4.600 jiwa 

Sumber : Dokumentasi 

 
Berdasarkan tabel diatas diperoleh gambaran jumlah penduduk yang 

ada di Desa Rantau Jaya Udik II. Perbandingan jumlah penduduk yang 

berusia 0-17 tahun sebanyak 1.132 jiwa, jumlah penduduk yang berusia 

18-56 tahun sebanyak 2.534 jiwa dan jumlah penduduk yang berusia 56 

tahun keatas sebanyak 934 jiwa. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah 

penduduk desa Rantau Jaya Udik II didominasi penduduk yang berusia 18-

56 tahun. 

4. Sosial Budaya 

Beberapa agama yang dianut oleh penduduk Desa Rantau Jaya Udik 

II adalah Islam dan Kristen. Sebagai bentuk tanggungjawab dibutuhkan 

sarana yang memadai untuk mendukung proses beribadah setiap hari. 

Agama Islam menjadi agama yang paling banyak dianut penduduk maka 

dibutuhkam fasilitas yang lebih banyak juga sehingga Desa Rantau Jaya 

Udik II memiliki 9 buah bangunan Masjid, 19 bangunan Mushola dan 3 

buah bangunan Gereja. 
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5. Visi Misi 

a. Visi 

Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan 

masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan 

desa. Visi Desa Rantau Jaya Udik II adalah mewujudkan Desa Rantau 

Jaya Udik II menjadi desa yang mandiri, sejahtera, aman dan 

bermartabat melalui bidang pertanian dan industri kecil serta 

perdagangan dan pariwisata desa. 

b. Misi 

Nilai-nilai yang melandasi: 

1) Memperbaiki dan menambah sarana prasarana yang dibutuhkan 

untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun 

informal 

2) Bekerjasama dengan petugas penyuluhan lapangan untuk 

meningkatkan hasil pertanian 

3) Meningkatkan usaha pertanian 

4) Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli desa dari bidang 

desa dan pariwisata 

5) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui 

pelaksanaan otonomi daerah 
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6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rantau Jaya Udik II 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rantau Jaya Udik II 

 

Sumber : Dokumentasi 

 

 

B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan 

Sukadana Kabupaten Lampung Timur 

Keuangan desa menurut UU No 6 tahun 2014 menjelaskan semua hak 

dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu 

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban desa. Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan 

pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dalam peraturan desa.
1
 

                                                           
1
 UU No 6 tahun 2014 tentang desa 
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Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dengan penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBD) didalamnya berisi informasi program yang akan 

dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan.
2
 Rancangan APBD diajukan oleh 

Kepala Desa dimusyawarahkan dengan BPK. APBD terdiri atas bagian 

pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Sesuai dengan hasil musyawarah. 

Sumber pendapatan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu 

berupa Dana Desa. Dana Desa diberikan oleh pemerintah pusat kepada 

pemerintah desa melalui Undang-Undang Desa. Pemerintah pusat 

menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah 

mengganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. 

Berikut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rantau Jaya Udik II: 

Tabel 4.2  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rantau Jaya Udik II Tahun 

2021 

PENDAPATAN Rp.2.378.365.114 

BELANJA 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Modal 

Belanja Tak Terduga 

 

Rp.462.825.000 

Rp.778.354.114 

Rp.339.920.000 

Rp.763.200.000 

JUMLAH BELANJA Rp.2.344.299.114 

SURPLUS/(DEFISIT) Rp. 34.066.000 

                                                           
2
 Ansori, Bendahara Desa, Wawancara, 22 Juni 2023 
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PEMBIAYAAN 

Penerimaan Pembiayaan 

SILPA Tahun Sebelumnya 

Pengeluaran Pembiayaan 

Penyertaan Modal Desa 

 

 

Rp.  5.934.000 

 

Rp.40.000.000 

PEMBIAYAAN NETTO (Rp.34.066.000) 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN 

ANGARAN 

 

0 

Sumber: Dokumentasi 

Tabel 4.3 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rantau Jaya Udik II Tahun 

2022 

PENDAPATAN Rp.1.897.883.749 

BELANJA 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Modal 

Belanja Tak Terduga 

 

Rp.437.025.000 

Rp.540.316.649 

Rp.423.842.100 

Rp.496.800.000 

JUMLAH BELANJA Rp.1.897.983.749 

SURPLUS/(DEFISIT) (Rp.100.000) 

PEMBIAYAAN 

Penerimaan Pembiayaan 

SILPA Tahun Sebelumnya 

 

 

Rp. 100.000 

PEMBIAYAAN NETTO Rp. 100.000 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN 

ANGARAN 

 

0 

Sumber: Dokumentasi 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa jumlah pendapatan 

anggaran desa pada tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2021. 
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Anggaran tahun 2022 lebih rendah karena mengalami perubahan anggaran 

pendapatan dan belanja desa. Perubahan tersebut bisa terjadi karena 

sehubungan dengan terjadi perkembangan tidak sesuai dengan anggaran yang 

telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Meskipun pendapatan anggaran desa yang diterima pada tahun 2022 

lebih rendah dariapada tahun 2021, anggaran desa tetap dialokasikan sesuai 

dengan bidang belanjanya. Adapun belanja desa yang dikeluarkan Desa 

Rantau Jaya Udik II sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Jumlah Belanja Desa 

No Keterangan Anggaran 

2021 (Rp) 

Anggaran 

2022 (Rp) 

1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah 821.859.814 644.929.749 

2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan 545.951.000 629.692.000 

3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 156.400.000 103.950.000 

4 Bidang Pemberdayaan 

Kemasyarakatan 

56.888.300 22.612.000 

5 Bidang Penanggulangan bencana, 

darurat dan mendesak 

763.200.000 496.800.000 

 Jumlah Belanja Desa 2.344.299.114 1.897.983.749 

Sumber: Dokumentasi 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa anggaran desa yang 

diterima akan dialokasikan dalam berbagai bidang. Pada tahun 2021-2022 

anggaran desa dialokasikan dalam 5 (lima) bidang yaitu bidang 

penyelenggaraan pemerintah, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang 
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pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan kemasyarakatan dan 

bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak. 

Adapun siklus pengelolaan keuangan desa diantaranya yaitu: 

Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban. 

1. Perencanaan 

Perencanaan pengelolaan desa adalah suatu proses pemikiran dan 

penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan 

keuangan desa. Dalam perencanaan keuangan desa diperlukan rencana 

secara strategis. 

Sebelum adanya pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non 

fisik ada namanya musyawarah dusun yang diadakan di awal tahun atau 

awal periode kepala Desa menjabat. Tujuan dari musdus itu merangkum 

satu periode masa jabatan kepala Desa yang artinya menjabat selama 5 

tahun itu dari awal sudah dirangkum. Jadi setiap tahunnya dipilih mana 

yang diprioritaskan. Hal tersebut mengacu pada RPJM itu selama 5 tahun 

kemudian diperkecil lagi ada RKP yang dilaksanakan dalam 1 tahun ke 

depan. RPJM dan RKP akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan 

desa untuk penyusunan APBD.
3
 

Tahapan  perencanaan Desa Rantau Jaya Udik II yaitu musyawarah 

desa Pembahasan dalam forum mengenai laporan dari keadaan yang ada 

di masing-masing dusun, kebijakan pembangunan desa, dan rencana 

                                                           
3
 Sugeng Riyadi, Kepala Desa, Wawancari, 22 Juni 2023 



37 

 

 

prioritas kegiatan dalam pembangunan desa. Musyawarah desa menjadi 

forum yang penting untuk dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat. 

Masyarakat dapat memberikan ide-ide untuk pembangunan desa yang 

lebih baik pada periode selanjutnya. 

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Rantau Jaya Udik II 

dalam tahap perencanaan sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari 

musyawarah yang diselenggarakan. 

Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa sebagai tahapan 

perencanaan pengelolaan desa disampaikan dalam wawancara berikut: 

Narasumber Hasil Wawancara 

Kader Posyandu “Selain aparat desa seperti kasi dan kaur, kepala 

dusun dan ketua rt, kader sebagai perwakilan 

masyarakat biasanya diikutsertakan dalam 

perencanaan pengelolaan anggaran desa dalan 

musyawarah desa yang lebih sering disebut 

Musrenbang. Selain kader biasanya perwakilan 

masyarakat diwakili juga oleh kepala sekolah 

TK/RA. Sebagai perwakilan masyarakat kami 

diharuskan dapat memberikan ide-ide pembangunan 

yang lebih baik untuk periode selanjutnya”.
4
 

 

                                                           
4
 Tutik Wahyuni, Kader Posyandu, Wawancara,  8 Januri 2024 
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Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Rantau Jaya Udik II 

dalam tahap perencanaan sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari 

musyawarah yang diselenggarakan. 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah proses dimana 

peraturan desa tentang APBD yang telah ditetapkan sebelumnya 

dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa 

dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh 

pemerintah desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Apabila ingin 

mencairkan dana dalam RKD wajib ditandatangani oleh Kepala Desa dan 

Kaur Keuangan. 

Tahap pelaksanaan pengelolaan ADD dimulai dari RPJM Desa dan 

RKP Desa yang telah di sepakati dalam Musrengbandes. Dalam 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD 

dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Aparat Desa). Kemudian tim 

pelaksana akan membentuk tim pengelolaan kegiatan untuk melaksanakan 

program kegiatan di lapangan. 

Pemerintahan Desa Rantau Jaya Udik II, TPK (Tim Pelaksana 

Kegiatan) dikoordinir oleh Sekertaris Desa Rantau Jaya Udik II, sebagai 

koordinator yang menjalankan, mengawasi, serta melaporkan kinerja yang 

dilakukan di tempat lokasi kegiatan. Pernyataan diatas sesuai dengan hasil 

wawancara berikut: 
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Narasumber Hasil Wawancara 

Sekretaris Desa “Dalam pelaksaan kegiatan, kami membentuk 

Tim Pengelolaan Kegiatan yang di koordinatori 

oleh saya sendiri selaku Sekretaris Desa Rantau 

Jaya Udik II, setiap anggota dari Tim 

Pelaksanaan Kegiatan tidak menetap hal ini di 

sengaja agar mereka dapat mendapatkan 

pengalaman semua. Tugas dari Tim Pengelola 

Kegiatan ini bertugas untuk menjalankan, 

mengawasi, melaporkan segala kegiatan dari 

program kerja yang ada dilapangan”.
5
 

 

Dalam melaksanakan pembangunan untuk pengelolaan ADD, Desa 

Rantau Jaya Udik II juga melibatkan masyarakat setempat dalam 

melaksanakan kegiatannya. Sehingga pengeluaran dana dalam 

pelaksanaan kegiatan dapat ditekan atau terminimalisir. 

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Rantau Jaya 

Udik II sudah tepat sasaran dan pelaksanaan program desa sudah sesuai 

dengan yang direncanakan sebelumnya sehingga dapat dirasakan 

manfaatnya. Program pembangunan pemerintah desa yang di danai oleh 

dana desa ini seperti pembangunan atau perbaikan jalan, Jembatan, 

Gorong-Gorong.
6
 

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Rantau Jaya Udik II 

dalam tahap pelaksanaan sudah baik. Dilihat dari segi peraturan yang 

telah di tentukan oleh pemerintah mengenai pelaksanaan pembangunan 

                                                           
5
 Barojah, Sekretaris Desa, Wawancara, 22 Juni 2023 

6
 Barojah, Sekretaris Desa, Wawancara, 22 Juni 2023 



40 

 

 

desa di Desa Rantau Jaya Udik II dapat dikatakan sudah berjalan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku adanya bukti yang sah dalam pelaksanaan 

kegiatan. 

3. Penatausahaan 

Penatausahaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan keuangan 

yang dilakukan oleh Bendahara Desa, Bendahara Desa wajib melakukan 

pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta pelaporan 

pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Bendahara 

mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan 

desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBD. 

Penatausahaan keuangan di desa Rantau Jaya udik II sudah 

menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi ini 

mempermudah bagian keuangan dalam menjalankan tugasnya dan dapat 

memperlihatkan penggunaan dana desa serta kegiatan yang dilakukan 

dengan menggunakan dana desa.
7
 

Gambar 4.2 

Sistem Keuangan Desa 

 

                                                           
7
 Barojah, Sekretaris Desa, Wawancara, 8 Januri 2024 
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Secara administrasi mekanisme pencatatan transaksi dilakukan 

dalam aplikasi siskeudes, sedangkan secara mekanisme dilapangan 

dituangan dalam surat pertanggungjawaban. 

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Rantau Jaya Udik II 

dalam tahap penatausahaan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 

tahun 2014, mencatat penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah 

Desa dengan melakukan proses komputerisasi melalui aplikasi Siskeudes. 

4. Pelaporan 

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya 

dalam pengelolaan keuangan desa wajib memberikan laporannya kepada 

Camat, maupun ke Bupati/Walikota. Selain itu, Pemerintah Desa dalam 

memepertanggungjawabkan kegiatannya wajib menyampaikan kepada 

masyarakat. 

Mekanisme pelaporan dilakukan secara online, softcopy dan 

hardcopy. Pelaporan tersebut juga dituangkan dalam surat 

pertanggungjawaban. Proses pelaporan ini setelah masalah penatausahaan 

selesai di input dalam sistem siskeudes, kemudian print out penatausahaan 

tersebut. 

Proses penyampaian laporan penggunaan Dana Desa, Kepala Desa 

yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan secara tepat 

waktu. Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat 

dilaporkan maka pencairan dana tertunda untuk tahap selanjutnya. 
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Pelaporan sering mengalami keterhambatan dan keterlambatan. 

Apalagi Saat ini menggunakan sistem online. Keterhambatan dalam 

pelaporan karena kekuatan jaringan yang tidak stabil.
8
 

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Rantaua Jaya Udik 

II dalam tahap pelaporan sudah menyampaikan laporan realisasi anggaran. 

Namun dalam tahap pelaporan sering mengalami keterhambatan dan 

keterlambatan. 

5. Pertanggungjawaban 

Sesuai dengan permendagri No 113 Tahun 2014 kepala desa 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD kepada 

Bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tidak 

hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan 

kepada masyarakat. 

Narasumber Hasil Wawancara 

Kader Posyandu “Musrenbang biasanya dilaksanakan 1 tahun sekali. 

Pelaksanaan musrenbang biasanya diakhir tahun 

sehingga selain membahas tentang rencana 

pembangunan untuk periode tahun berikutnya di 

dalam musrenbang juga membahas tentang hasil 

pembangunan desa tahun berjalan”.
9
 

 

“Saat musrenbang sebelum membahas rencana 

pembangunan periode tahun berikutnya biasanya 

terlebih dahulu membahas hasil pembangunan tahun 

                                                           
8
 Ansori, Bendahara Desa, Wawancara, 22 Juni 2023 

9
 Tutik Wahyuni, Kader Posyandu, Wawancara, 8 Januari 2024 



43 

 

 

berjalan. Aparat desa akan menyampaikan hasil-

hasil yang sudah berhasil dicapai/dilaksanakan. 

Sebagai perwakilan masyarakat kami mendengarkan 

dan melihat hasil pembangunan yang telah 

dilakukan dalam 1 tahun apakah sudah sesuai atau 

ada yang perlu dibenahi”.
10

  

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pada 

tahap pertanggungjawaban aparat desa Rantau Jaya udik II 

mengikutsertakan masyarakat melalui musrenbang. Musrenbang yang 

dilaksanakan akhir tahun dimulai dengan membahas hasil pembangunan 

selama 1 tahun periode berjalan. Masyarakat melihat hasil pembangunan 

yang telah dilakukan selama 1 tahun apakah sudah dilaksanakan atau 

perlu ada yang dibenahi. Pembangunan desa yang belum dilaksanakan 

selama 1 tahun berjalan dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan 

kembali dalam rencana  pembangunan periode tahun berikutnya. 

Mekanisme pertanggungjawaban memang benar tanggungjawab 

sepenuhnya di kepala Desa tetapi semua ikut bertanggungjawab sesuai 

dengan porsinya. Bendahara bertanggungjawab sebagai secara 

administrasi, secara fisik tim pelaksana kegiatan juga bertanggungjawab 

mengenai pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik. Untuk fisiknya tim 

pelaksana itu harus benar-benar bertanggungjawab masalah pekerjaan.
11

 

Berdasarkan hasil wawancara berikut: 

  

                                                           
10

 Darbingatun, Kader Posyandu, Wawancara, 8 Januari 2024 
11

 Sugeng Riyadi, Kepala Desa, Wawancara, 22 Juni 2023 
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Narasumber Hasil Wawancara 

Kepala Desa “Dalam pertanggungjawaban anggaran dana desa, 

dibuat laporan pertanggungjawaban semesteran awal 

dan semesteran akhir, dan pada akhir tahun akan 

disusun laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa beserta lampiran-lampiran”.
12

  

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas Pemerintahan Desa Rantau 

Jaya Udik II telah melakukan tahap pertanggungjawaban yang sesuai 

dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 karena telah membuat Laporan 

Semesteran kemudian diakhir tahun membuat laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, namun ketepatan 

waktu penyampaian laporan semesteran ditahun 2022 mengalami 

keterlambatan. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara berikut: 

Narasumber Hasil Wawancara 

Kepala Desa “Kesulitan yang dialami dalam proses 

pertanggungjawaban itu terkendala di jangka waktu 

pelaporan. Seperti laporan pertanggungjawaban 

semesteran ditahun 2022 mengalami keterlambatan 

karena adanya kesalahanpahaman Kepala Desa Rantau 

Jaya Udik II dan Bendahara Desa Rantau Jaya Udik II, 

Kepala Desa Rantau Jaya Udik II beranggapan laporan 

semesteran pada tahun 2022 telah di sampaikan 

Bendahara Desa ke Kantor Camat namun Bendahara 

Desa Rantau Jaya Udik II belum menyampaikan atau 

menyerahkan laporannya di Kantor Camat”.
13

 

                                                           
12

Ibid  
13

Ibid  
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C. Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Rantau 

Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur 

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan 

yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses 

informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
14

        

Dalam mewujudkan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana 

Desa melibatkan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan 

Masyarakat. Tujuan melibatkan masyarakat dalam setiap musyawarah atau 

pengambilan keputusan yaitu agar masyarakat desa mengetahui Anggaran 

Dana Desa (ADD) dihabiskan untuk keperluan program apa saja. Masyarakat 

desa itu sendiri mendapat kemudahan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan 

pembangunan desa dan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan 

wewenang.   

Desa Rantau Jaya Udik II sebagaimana desa pada umumnya yang 

berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola desa dengan baik, dimana 

melibatkan masyarakat dalam upaya pembangunan desa, pengawasan atas 

program yang telah direncanakan dan yang telah dilakukan dalam bentuk 

pembangunan fisik. Transparansi merupakan hal yang sangatlah sensitif 

untuk disebutkan, tapi tetap pemerintah desa berupaya membuka dan 

memaksimalkan diri kepada masyarakat dalam hal pembangunan desa dari 

alokasi anggaran dana desa yang ada. 

                                                           
14

 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dilakukan kepada Bapak 

Sugeng Riyadi selaku Kepala Desa Rantau Jaya Udik II pada hari Kamis, 22 

Juni 2023, menyatakan bahwa: 

Narasumber Hasil Wawancara 

Kepala Desa “Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa tetap 

selalu diusahakan dalam pembangunan desa, namun 

tetap ada hal-hal yang sifatnya menjadi konsumsi 

umum dalam pelaporan dan ada pula yang sifatnya 

menjadi konsumsi khusus untuk pemerintah desa 

sendiri. Dalam prinsip Transparansi, hasil dari 

Musrengbandes akan dituangkan dalam peraturan desa. 

Setiap Perdes akan di tempel di papan informasi Kantor 

Desa Desa Rantau Jaya Udik II baik itu jika ada dana 

bantuan dari Pemerintah Kabupaten akan di tempel 

juga di papan informasi, transparan pelaporannya itu 

bisa diperlihatkan dalam bentuk pelaporan RPJM Desa, 

dimana masyarakat dapat melihat dan mengecek 

langsung”.
15

 

Masyarakat “Mmm… Secara umum perangkat desa sudah secara 

transparan mengenai nominal sumber dana, jadi jumlah 

uang dan lain sebagainya kepada masyarakat. 

Alhamdulilah Jalan-jalan didaerah yang sebelumnya 

                                                           
15

 Sugeng Riyadi, Kepala Desa, Wawancara, 22 Juni 2023 
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tanah sekarang sudah mulai diaspal semua, sarana dan 

prasarana umum sudah mulai dibangun. Jumlah 

anggaran yang yang digunakan untuk pembangunan 

tersebut juga dapat diketahui melalui papan-papan 

informasi yang diletakan di lokasi pembangunan”.
16

 

 

“Pemerintah selalu mengikutsertakan masyarakat Desa 

Rantau Jaya Udik II dan lembaga kemasyarakatan Desa 

Rantau Jaya Udik II, dalam melaksanaan pelaksanaan 

pembangunan yang dikerjakan secara gotong royong 

oleh masyarakat setempat sehingga terwujud kerja 

sama yang baik.
17

 

 

Dari hasil wawancara dari Bapak Sugeng Riyadi selaku Kepala Desa 

Rantau Jaya Udik II dan perwakilan dari masyarakat, Peneliti menyimpulkan 

bahwa sudah sesuai dengan Indikator Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa yaitu: 

1. Pencatatan kas masuk dan keluar bisa diakses oleh masyarakat, serta 

terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan 

untuk menjalankan sebuah kegiatan 

2. Laporan realisasi dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan bisa 

diakses dengan mudah oleh masyarakat,  

                                                           
16

 Bambang, Masyarakat, Wawancara, 23 Juni 2023  
17

 Senen, Masyarakat, Wawancara, 23 Juni 2023 
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3. Tahun-tahun sebelumnya sesuai informasi dari Sekdes Laporan Realisasi 

dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD 

disampaikan kepada Bupati melalui camat oleh Kepala Desa. 

Desa Rantau Jaya Udik II telah memasang spanduk atau baliho yang 

di pasang di depan Kantor Desa Rantau Jaya Udik II terkait dengan anggaran 

dari tahun berjalan sehingga seluruh masyarakat Desa Rantau Jaya Udik II 

dapat melihat dan mengetahui apa-apa saja yang telah di gunakan Pemerintah 

Desa Rantau Jaya Udik II dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa 

Rantau Jaya Udik II.  

Dalam mengakses informasi bagi masyarakat pada tahap pelaksanaan 

pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kepala Desa Rantau Jaya Udik II membuat 

baliho Transparansi pelaksanaan anggaran dana desa yang telah dikerjakan 

agar masyarakat dapat melihat penggunan anggaran dana desa di Desa Rantau 

Jaya Udik II namun sayangnya Desa Rantau Jaya Udik II tidak memiliki 

website mengenai pengelolaan anggaran desa.  

 

D. Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Rantau 

Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur 

Akuntabilitas keuangan desa dikelola berdasarkan praktik- praktik 

pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang 

dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akuntabel, 

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian 

sebagai berikut:  
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a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarkat 

untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang 

keuangan desa.  

b. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya 

dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan.  

c. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut 

sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.  

d. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus 

mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.  

 
Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak 

yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu di mana nantinya terdapat 

keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut 

berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan 

sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun 

tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui 

media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal 

maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga 

sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. 

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa digunakan 

untuk pembiayan Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Biaya 
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Pemberdayaan Masyarakat. Dimana untuk Biaya Penyelenggaraan 

Pemerintah meliputi biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala 

desa, biaya operasional tim pelaksana pemerintahan, tunjangan dan 

operasional BPD, tunjangan kepala desa, honorarium RT/RW, honorarium 

pengelola keuangan, honorarium PKK, dan lain-lain. Sedangkan untuk Biaya 

Pemberdayaan Masyarakat sendiri meliputi biaya pembangunan sarana dan 

prasarana desa, PKK, Karang Taruna, Belanja Penguatan Kelembagaan dan 

lainnya. 

Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 Bendahara Desa wajib 

melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta 

melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa bisa 

menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank 

guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporakan melalui 

Laporan Pertanggungjawaban kepada Kepala Desa selaku pemangku 

kepentingan tertinggi. Laporan Pertanggungjawaban paling lambat 

disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.. 

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Dana Desa 

dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. 

1. Akuntabilitas Perencanaan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa 

Perencanaan pengelolaan dana desa diatur dalam Permendagri No 

113 Tahun 2014 dimana pemerintah desa dan masyarakat yang 

merencanakan pengelolaan dana desa. Perencanaan alokasi dana desa 
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dilakukan melalui musyawarah desa dengan tujuan untuk menjaring 

aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Musyawarah desa membahas 

mengenai perencanaan pembangunan desa dan perencanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa. Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan 

dana desa oleh pemerintah Desa Rantau Jaya Udik II dimulai dari 

penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa (RPJMDes) dan Alokasi Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) 

yang merupakan bagian dari tahap perencanaan pengelolaan dana desa 

yang menjadi satu kesatuan keuangan desa.  

Secara prosedur perencanaan di Desa Rantau Jaya Udik II sudah 

sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana pemerintah desa 

menyusun rancangan APBD berdasarkan RPJMDes yang dihasilkan 

melalui Musrenbang. Pemerintah desa telah menerapakan prinsip 

partisipasi, dimana tingkat partisipasi masyarakat sangat antusias karena 

dapat memberikan masukan ataupun usulan untuk pembangunan desa. 

2. Akuntabilitas Pelaksanaan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

 Pelaksanaan keuangan desa didasarkan pada prinsip penerimaan dan 

pengeluaran desa. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 ayat 1 

dan 3 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur tentang 

pelaksanaan mengatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa 

dalam rangka pelaksanaan dilaksanakan melalui rekening kas desa dan 

semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang 
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lengkap dan sah. Akuntabilitas pelaksanaan dana desa dapat diwujudkan 

dalam bentuk laporan masing-masing tahap kegiatan.  

 Tahap pelaksanaan kegiatan dilaksanakan olek tim pelaksana 

kegiatan dan melibatkan masyarakat sekitar mengenai pembangunan yang 

akan dilaksanakan. Oleh sebab itu dalam proses pelaksanaan kegiatan 

harus selalu menyertakan segala jenis bukti perbelanjaan yang dilakukan 

untuk proses pembangunan sehingga dapat dipertaggungjawabkan 

nantinya. Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi 

kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik Dana Desa 

wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang dilokasi 

kegiatan. Papan informasi tersebut berisikan nama kegiatan, volume 

kegiatan, besar anggaran, dan waktu pelaksanaan. Kemudian juga 

menyediakan informasi di Kantor Desa sehingga mudah di akses oleh 

masyarakat. Tahap pelaksanaan di desa Rantau Jaya Udik II pemerintah 

desa telah melaksanakan akuntabilitas terkait dengan penerimaan dan 

pengeluaran sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.  

Dalam pengelolaan ADD Desa Rantau Jaya Udik II sesuai dengan 

hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Rantau Jaya Udik 

II dengan Bapak Sugeng Riyadi Kepala desa Rantau Jaya Udik II, pada 

tanggal 22 Juni 2023, mengungkapkan bahwa: 
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Narasumber Hasil Wawancara 

Kepala Desa “Jadi, dalam pengelolaan ADD Desa Rantau Jaya 

Udik II, kita sudah mengacu pada permendagri no 

113 tahun 2014, mulai dari pencatatannya hingga 

pelaporannya.”
18

  

Bendahara Desa “untuk proses pencatatannya dulu sebelum 

menggunakan pedoman tersebut kami pokoknya asal 

catat saja dek, yang penting catatannya jelas kalo di 

tinjau kami bisa menjelaskan. Namun Semenjak 

adanya pedoman permendagri no 113 tahun 2014 

kami selalu melihat caranya dari contoh yang 

dikasih oleh pihak kecamatan untuk melakukan 

pencatatan”. Saat ini proses pencatatan pengelolaan 

ADD kami sudah sesuai dengan ketentuan yaitu 

dicatat dalam buku kas umum, buku kas pembantu 

pajak, dan buku bank.  

  

Pelaksanaan pembangunan desa juga melibatkan partisipasi 

masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat setempat sebagai 

pekerjanya. Namun Pemerintah Desa belum melaksanakan prinsip 

transparan dengan konsisten memasang papan informasi di lokasi kegiatan 

yang mudah diakses oleh masyarakat umum. 

 

                                                           
18

 Sugeng Riyadi, Kepala Desa,Wawancaea, 22 Juni 2023 
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3. Akuntabilitas Penatausahaan Terhadap Pengelolaan Dana Desa 

Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 35 yang menyatakan bahwa 

bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran kas. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui laporan 

pertanggungjawaban kepada kepala desa. 

Hasil penatausahaan dijadikan penyusunan laporan kepada 

pemerintah kepada kabupaten serta yang berkepentingan lainnya sebagai 

wujud pelaporan dimana penatausahaan di Desa Rantau Jaya Udik II 

menggunakan aplikasi siskeudes dapat mempermudah bendahara dalam 

menjalankan tugasnya. 

Penatausahaan Desa Rantau Jaya Udik II telah sesuai dengan 

permendagri No. 113 Tahun 2014. Hal tersebut dilihat dengan adanya 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disusun oleh pemerintah 

desa menggunakan aplikasi siskeudes. Selama pelaksanaan program dan 

kegiatan pemerintah desa juga melakukan pencatatan dan mengumpulkan 

kelengkapan administrasi. 

4. Akuntabilitas Pelaporan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Dalam pelaporan pengelolaan alokasi dana desa Desa Rantau Jaya 

Udik II sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala 

Desa Rantau Jaya Udik II dengan Bapak Ansori selaku Bendahara Desa 

Rantau Jaya Udik II, pada tanggal 22 Juni 2023 mengungkapkan bahwa :  
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Narasumber Hasil Wawancara 

Bendahara Desa “Mmm… Laporan Realisasi untuk semester satu 

sudah dilaporkan oleh Kepala Desa ke Bupati melalui 

Camat pada bulan Juli tahun yang lalu dek, eee… 

untuk tanggalnya lupa dek. Sedangkan untuk Laporan 

Realisasi untuk semester dua juga kita sudah 

dilaporkan oleh Kepala Desa ke Bupati melalui Camat 

pada bulan Januari dek”.
19

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas Bendahara Desa sudah 

menerapkan prinsip transparan dan akuntabilitas dengan mencatat seluruh 

transaksi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan bukti yang sah dan 

lengkap. Pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Rantau Jaya Udik II 

sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Namun 

Bendahara Desa mengalami beberapa kendala terutama pada kekuatan 

sinyal.  

5. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Terhadap Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa 

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 38 bahwa Kepala Desa 

menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun 

anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBD. Laporan pertanggungjawaban menjadi bukti atas 

pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam mengelola dana desa. 

                                                           
19

 Ansori, Bendahara Desa,Wawancara, 22 Juni 2023 
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Selain itu, laporan pertanggungjawaban digunakan sebagai dokumen untuk 

mencairkan dana pada tahun selanjutnya. Akuntabilitas dalam 

pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pemerintah desa selalu 

mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan agar nantinya dalam 

membuat laporan pertanggungjawaban tidak mengalami kesulitan.  

 Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD dan Dana Desa 

sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparan. Namun 

pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD masih  belum sesuai 

karena penyampaian laporan yang mengalami keterlambatan. Proses 

akuntabilitas pertanggungjawaban sudah baik. Namun masih harus 

meningkatkan keterbukaan informasi mengenai laporan 

pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada masyarakat dengan 

memasang spanduk yang mudah di akses oleh masyarakat. 

Pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa Rantau Jaya Udik II 

dimulai dari penyusunan dan penetapan RPJM Desa dan APBDesa yang 

merupakan bagian dari tahap perencanaan pengelolaan dana desa yang 

menjadi satu kesatuan keuangan desa dimana pemerintah desa menyusun 

rancangan APBDesa berdasarkan RPJM Desa yang dihasilkan melalui 

Musrenbang. Selama pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah desa 

dilaksanakan melalui rekening desa. Kepala desa bertangungjawab dalam 

penyampaian laporan realisasi kepada bupati melalui camat.  

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor 

Kepala Desa Rantau Jaya Udik II dengan Bapak Sugeng Riyadi Kepala 
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desa Rantau Jaya Udik II, pada tanggal 22 Juni 2023 mengungkapkan 

bahwa : 

Narasumber Hasil Wawancara 

Kepala Desa “Dalam laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa kita telah sampaikan kepada 

Bupati setiap akhir tahun anggaran dek, yaitu berupa 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

ditetapkan oleh Peraturan Desa.  

 

Dari hasil wawancara dari diatas, Peneliti menyimpulkan bahwa 

sudah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Pertanggungjawaban Menurut 

Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu (1) Kepala Desa Rantau Jaya Udik II 

telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, (2) Laporan 

pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan, (3) Laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa, sudah diterapkan dalam 

pengelolaaan dana desa. Hal tersebut dikarenakan keterbukaan kepada 

masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan 

desa, informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa dan seluruh 

kegiatan pelaksanaan mengenai anggaran diumumkan melalui baliho 

transparansi. 

2. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dikatakan sudah cukup baik 

dan sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014,  dengan 

melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan pengalokasian dana desa, 

penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dibahas di Musrengbandes 

kemudian Raperdes disusun oleh Tim Khusus dan setiap Raperdes akan di 

tempel di papan pengumuman. Tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi 

Dana Desa dikerjakan oleh Tim Pengelola kegiatan sekaligus 

bertanggungjawab atas SPJ yang melibatkan masyarakat Desa Rantau 

Jaya Udik II dalam kegiatan pelaksanaan dan seluruh kegiatan 

pelaksanaan mengenai anggaran diumumkan melalui baliho transparansi 

namun sayangnya desa tidak memiliki website mengenai pengelolaan 

ADD. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di 
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Desa Rantau Jaya Udik II berbentuk Laporan Semesteran dan Laporan 

Akhir Tahun Realisasi APBDesa, namun ditahun 2022 Laporan 

Semesteran Pertama mengalami keterlambatan akibat kesalahpahaman 

namun ditahun berikutnya sudah tepat waktu. 

 

B. Saran 

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dilakukan maka saran 

dari penelitian ini adalah:  

1. Pemerintah Desa Rantau Jaya Udik II harus lebih dapat menghidupkan 

lembaga-lembaga masyarakat agar turut atusias terhadap pengelolaan 

Alokasi Dana Desa.  

2. Pemerintah Desa Rantau Jaya Udik II harus membuat website agar 

seluruh masyarakat dapat melihat transparansi pengelolaan Alokasi Dana 

Desa. 
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